RINGKASAN

Teddy Ferdian, Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pengadmnistrasiannya
Padu Kantor Pelayanan Pajak Mecdan Polonia, di bawah bimbingan ®rs. 4. Arifin
Lubis, MM_, Ak. Sebagai Pembimbing | dan Drs. Ali t)sman Siregar scbagai
Pembimbing I1.

Pajak adalah iuran kepada negara {vang dapat dipaksakan) yang terhutang oleb
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan denpan tidak mendapat presisi
kembali yang 1angsu;lg dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk incmbiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan, Salah satu pungutan pajak yang dilakukan oleh
Pemerintah adalah PPh Pasal 25 Badan.

PPh Pasal 25 Badan merupakan saiah satu jenis pgjak yang diwajibkan bagi
wajib pajak badan yang mempunyai status usaha tunggal dan pusat. Untuk wajib pajak
bad:n yang mempunyai siatus usaha cabang biasanya kewajiban perpajakan untuk PPh
Pasal 25 Badan dilakukan oleh kantor pusat dari badan usaha tersebut, Wajib pajak
badan mempunyai kcwajiban untuk menyetorkan angsutan PPh Pusul 25 Badan (jika
memil:ki angsuran) dan melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat sctiap
bulannya. Penyctoran Pajak di bank-bank yang telah ditunjuk atau di kantor pos
dilakukan setiap bulannya paling lambat wanggal 15 bulan benkutnya. Sedangksn

pclaporan Surat Pembentahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat

dilakukan paling lambat tanggal 20 bufan berikutnya
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Ada kerumitan tersendin dalam meunghitung PPh Pasal 25 Badan. Walaupun
peda prnsipnya PPh Pasal 25 3adan dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasai 25
Badan yang disampaikan oleh wajib pajak, namun bukan berarti hanya SPT Tahunan
PPh Badan tersebut yang menjad: dasar penghitungaa PPh Pasal 25 Badan. Ads sebab-
sebab tertentu vang menyebabkan berubahnya angsuran PPh Pasal 25 Badan.
Penghitungan sendin angsuran PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan olch wajib pajak
menuntut kejetian dan Direktorat Jenderal Pajak (liskus) dalam memasttkan bahwa
penglulungan PPh Pasal 25 Badan tersebut tetah dijakukan secars benar. Untuk itu
diperlukan adanya pengawasan terhadap angsuran PPh Pasal 25 Bedan yang dilaporkan
wajib pajak ke KPP Medan Poloma. Pengawasan tersebut bukan hanya dalam hal
penghitungan PPh Pasal 25 Badan, tetapi juga pembeniahuan kepada wajib pajak jika
terjadi pecubahan angsuran, sera pengadmimstiasian PPh Pasal 25 Badan secara benar.

Berdasaskan hasil penelitian yang dilakukan pada Kamor P:layanan Pajak

Mcdan Polonta Medan, dapat disimpulkan bahwa :

I. PPh Pasal 25 Badan memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan
penerimaan n« gara di sektor palak. Di tahun 2003, penenmaan PPh Pasal 25 Badan
sebesar Rp 63.141,64 juta atau 25,11% dan penghasilan PPh sefuruhnya dan
22,47% dari penerimaan semua jenis pajak. Sedangkan 2004, pencrimaan P°h Pasal
25 Badan scbesar Rp 139.877.69 juta arau 40,21% dari penghasitan PPh dan
52.47% dari penenmaan semua jenis pejak. Dari perbandingan penerimaan PPh
Pasal 25 Badan tahun 2003 dan 2004 tersebut juga dapat dilihat bahwa teradi
pemngkasan pencrimaar PPh Pasal 25 Badan sebesar 121.53%
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Masih terdapat potensi yang cukup besar dari wajb [:n}m_bﬁn GI KPP Medan

Polonia dalam meningkatkan peaerimaan negara di sektor pajak.

Pengawasan dan pengadminisirasian angsuran PPh Pasal 25 Badan pada dasarnya
telah dilakukan oleh KPP Medan Poloma dengan cukup bask dan sesua: dengan
ketetapan Direlitur Jenderal Pajak yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari
peningkaian penerimaan PPh Pasal 25 Badan di KPP Medan Poloniaz. Namun dalam
pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di KPP Polonia

Berdasarkan kesimpulan di stas, penulis mencoba memberi saran yang mungkin

ada manfaatnya bagi s‘ebagai benkut

1.

KPP Medan Polonia dapat memaksimalkan penatausahean buku tabelarts dalam
rangka memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak
yang tidak melakukan kewajtban perpajakannya seperti menyetor pajak dan
melaporkan pembayaran masa PPL Pasaj 25 Badan.

Betkaitan dengan cukup banyaknya alamat wajib pajak yang ada pada data base
KPP Medan Polonia temyata tidak sesuai dengan keadaan sebecnamya, diperlukan
keiJa sama antazsa seksi PPh Badan dan seksi TUP KPP Medan Polonia dalam
melakukan update data wajib pajak agar sesuai dengan keadaan sebenamya.

KPP Medan Polonia dapat melakukan pemerataan tugas dan sehap petugas sekst
PPh Badan

KPP Meudan Polonia dapat memaksimalkan jumlah petugas yang ada dengan

volume pekerjaan yang harus ditakukan
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